UU No 3/2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 6/2014 tentang Desa Dalam Paradigma Utilitarian

JALANNYA roda Pemer-
intahan Desa di Indonesia
banyak diwarnai oleh Un-
dang-Undang Desa Nomor
6 Tahun 2014 yang telah
disahkan oleh Presiden SBY
(SusiloBambangYodhoyono)
sejak 15 Januari 2014. Selama
hampir 10 tahun, pelaksa-
naan jalannya roda Pemer-
intahan Desa dari tahun 2014
sampai dengan awal tahun
2024 berpedoman terhadap
Undang-Undang Nomor 6
tersebut.

Tuntutan Revisi Un-
dang-Undang Desa banyak
muncul di publik dan mewar -
naiberitadalambeberapabu-
lan terakhir saat merayakan
satu dasawarsa atau 10 tahun
Undang-Undang Nomor 6
tentang Desa, yang di antara-
nya memuat soal periodisasi
jabatan Kepala Desa.

Ini merupakan kado is-
timewa pada saat tiup lilin
telah diberikan yaitu disah-
kanya Undang-Undang No-
mor 3 Tahun.2024 tentang
perubahan kedua Undang
-Undang Nomor 6 Tahun
2024 tentang Desa.

Latar belakang perubah-
an Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2024 tentang Desa
merupakan AspirasidariAso-
siasi Desa untuk revisi Un-
dang Undang Desa :

Adanya permintaan dari
Asosiasi Kepala Desa agar
masa jabatan Kepala Desa
yang saat ini 6 tahun x 3 peri-
ode diubah menjadi 9 tahun x
2 periode

Permintaan perluasan ke-
wenangan lokal skala Desa
dalam penyelenggaraan pe-
merintahan Desa & pemban-
gunan Desa

Permasalahan menge-
nai kedudukan Desa dalam
sistem ketatanegaraan pe-
merintahan

Usulan perluasan hak
kepala desa, perangkat desa
dan Lembaga-lembaga desa
yang lain

Permintaan kejelasan sta-

tus Aparatur Pemerintah Desa

Permintaan untuk penam-
bahan Dana Desa dari Pe-
merintah Pusat 10% - 20%
dari Anggaran Tranfer untuk
Daerah

Ada bebera-
pa daerah yang
mengadapi kes-
ulitan dalam pe-
menuhan ADD
minimal untuk

dipandang perlu dalam per-
jalanan penataan desa, salah
satunya terkait masa jabatan
kepala desa. Dalam UU Desa
hasil revisi tersebut ada se-
jumlah hal baru,
seperti penata-
an ekosistem
 pemerintahan
desa, kedudu-
kan desa, alo-
kasi dana desa,

Siltap hingga pembe-
Masih banyak ; rian tunjangan
Desa-Desa yang ST purnatugas bagi
belum memi- Oleh: kepala desa,
liki batas Desa Badan Per-
secara karto- musyawaratan
metrik SukaMadeveile . pe.s (BPD)]
Rancangan (Mahasiswa Magister dan perang-
Undang-Un- Administrasi Publik kat desa sesuai
dang Nomor Universitas Mulawaraman) kemampuan
3 Tahun 2024 desa.
tentang Perubahan Kedua Salahsatuperubahanpent-
atas Undang-Undang Nomor ing yang disetujui dalam Un-

6 Tahun 2014 tentang Desa
akhirnya disahkan dalam Ra-
pat Paripurna DPR RI ke-14
masa persidangan IV tahun
sidang 2023-2024 yang di-
gelar di Gedung Nusantara I,
Jakarta pada hari Kamis, 28
Maret 2024 dan resmi ditan-
da tangani oleh Prsiden Joko
Widodo pada hari Kamis, 25
April 2024,

Dengan ditetapkan dan di-

sahkan Undang Undang baru
tersebut tentu mendapat
reaksi yang beragam dari
masyarakat termasuk pelaku
eksekutor yang ada didalam
objek UU tersebut, dian-
taranya adalah pegiat desa,
pemerhati desa, akedemisi
dan berbagai kalangan mas-
yarakat lainnya.
Penyelenggara pemerin-
tahan desa harus memahami
betul substansi UU Desa yang
baru, mulai dari yang bersi-
fat konseptual dan filosofis
hingga operasional. Apalagi
di dalam UU Desa yang baru
initerdapatbeberapaperuba-
han, baik penyesuaian terha-
dap bab, pasal, dan ayat.
Kemudian juga ada pasal
atau pengaturan baru yang

dang-Undang No 3 Tahun
2024 tentang Desa adalah
ketentuan Pasal 39 terkait
masa jabatan kepala desa
menjadi 8 tahun dan dapat
dipilih paling banyak dua kali
masa jabatan, yang semula 6
tahun dengan maksimal tiga
periode.

Perubahan ketentuan da-

lam RUU Desa lainnya terdiri

dari penyisipan Pasal 5A ten-
tang pemberiandanakonser-
vasi dan/atau dana rehabili-
tasi; ketentuan Pasal 26, Pasal
504, dan pasal 62 ditambah
pengaturan terkait pembe-
rian tunjangan purnatugas
satukalidiakhirmasajabatan
kepala desa, Badan Permusy-
awaratan Desa, dan perang-
kat desa sesuai kemampuan
desa.

Kemudian, penyisipan
Pasal 34A terkait syarat jum-
lah calon kepala desa da-
lam pemilihan kepala desa
(pilkades); ketentuan Pasal
72 soal sumber pendapatan
desa; ketentuan Pasal 118
soal ketentuan peralihan;
ketentuan Pasal 121A terkait
pemantauan dan peninjauan
undang-undang.

DengandisahkanyaUUNo.3
Tahun 2004 tentang Desa,
ada beberapa point penting
yang menjadi harapan warga
masyarakat desa dan penye-
lenggara pemerintahan desa
di Indonesia:

MASA JABATAN KEPALA
DESA DAN BPD LEBIH
PANJANG

Hal ini diharapkan dapat

memberikan  stabilitas

“kepemimpinan dan wak-

tu yang lebih panjang bagi
Kepala Desa untuk meru-
muskan dan melaksanakan
program pembangunan desa
yang berkelanjutan.
TUNJANGAN PURNA
TUGAS KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA
Hal ini diharapkan dapat
meningkatkan kesejahter-
aan para aparatur desa dan
memotivasi mereka untuk
memberikan pelayanan ter-
baik bagi masyarakat desa.
DANA DESA LEBIH BESAR
Peningkatan ini dihara-
pkan dapat meningkatkan
kapasitas desa dalam melak-
sanakan pembangunan in-
frastruktur, meningkatkan
kualitas layanan publik, dan
mendorong pengembangan
ekonomi desa.
DESA SEMAKIN MANDIRI
UUDesaterbarumenggede-
pankan pemberdayaan mas-
yarakat desa. Nantinya, desa
akan didorong untuk bisa
mengelola sumber daya alam
dan desanya secara mandi-
ri. Selain itu, partisipasi
masyarakat desa dalam pe-
rencanaan dan pelaksanaan
pembangunan desa juga akan
lebih ditingkatkan.
PENGGUNAAN DANA DESA
DIAWASI
UUDesaTerbarujugamem-
perkuat mekanisme penga-
wasan Dana Desa. Diharap-
kandenganpengawasanyang
lebih ketat, Dana Desa dapat
digunakan secara efektif dan
efisien untuk mencapai tu-
juan pembangunan desa.

UU Desa terbaru diyaki-
ni sebagai langkah strategis
untukdesa-desadilndonesia.
Dengan berbagai perubahan
yangdibawa, diharapkandesa
bisamenjadisemakin mandi-
1i, sejahtera, dan pada akh-
irnya menjadi pilar penting
kemajuan bangsa Indonesia.

. UU Nomor 3 Tahun 2024
menjadi salah satu panduan
dalam penatalaksanaan tata
kelolapemerintahandesa. UU
Desa telah mengalami trans-
formasi dan sudah melalui
berbagai tahap pembentukan
undang-undang yang diba-
hasbersamaantarapemerin-
tahdenganDewanPemalnlan
Rakyat (DPR).

Dalam implementasi UU
Desa terbaru juga dibutuh-
kan cetakbirupembinaandan
pengawasan dari pemerintah
daerah. Pemerintah Daer-
ah harus lebih berperan da-
lam membina dan mendidik
KepalaDesadanaparaturdesa
menjadi birokrat yang profe-
sional dan antikorupsi.

Pelaksanaan UU No 3/2024
memang akan menunggu
peraturan pemerintah se-
bagai regulasi pelaksanaan-
nya. Diperkirakanakansegera
terbit beberapa PP sebagai
peraturan pelaksanaan be-
berapa pasal terkait dalam
UU No 3/2024.

Dari perspektif Utilitar-
ian, dengan disahkan Un-
dang-Undang No 3 Tahun
2024 tentang Desa pada
tanggal 25 April 2024, akan
berdampakmemberikankes-
ejahteraan warga masyarakat
Desa di seluruh Indonesia,
terkhusus pada penyeleng-
gara pemerintahan desa :
Kepala Desa, perangkat Desa
dan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) di seluruh Indo-
nesia.

Hal ini sesuai dengan be-
berapa teori yang diusulkan
oleh para Filsuf seperti Jere-
my Bentham dan John Stuart
Mill, menenkankan penting-

nya kebijakan dan tindakan
yang menghasilkan kebaikan
terbesar bagi sejumlah besar
orang (Bentham, 1789 ; Mill,
1861)

Menurut Teori Utilitarian-
isme Jeremy Bentham dalam
“An Introduction to the Prin-
ciples of Morals and Legisla-
tion”, (1781) yang dipublish
dalam “Batoche BooksKitch-
ener”, (2000) bahwa untuk
melihat keberlanjutan dari
kepastian hukum suatu pro-
.duk hukum, tidak hanya ber-
henti pada penetapan suatu
produk hukum.

Tetapi juga harus dieval-
uasi bagaimana kedaya-
gunaannya di dalam mas-
yarakat, sehingga dapat
dijadikan sebagai acuan
mengenaikeberlanjutandari
produk hukum tersebut,

Dalam hal telah ditetap-
kanya Undang Undang No 3
Tahun 2024 tentang Desa,
secara dampak sangat mem-
berikan harapan yang lebih
baikbagikesejahteraanwarga
masyarakat desa dan penye-
lenggara Pemerintahan Desa
di seluruh Indonesia.

Tetapi produk Undang
Undang tersebut akan terus
mengalami revisi dalam ke-
berlanjutan pelaksanaannya
kedepan, menyesuaikanden-
gankondisisosialmasyarakat
dan kebutuhan penyelengga-
ra pemerintahan desa dalam
beberapatahunkedepanyang
dinamis.
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—— ==

Permasalahan Desa yang
kompleks membutuhkan
solusi yang komprehensif
dan terintegrasi. UUNo. 3 Ta-
hun 2024 telah memberikan
kerangka hukum yang jelas
untuk mengatur dan men-
gurus urusan pemerintahan
Desa serta kepentingan mas-
yarakat setempat.

Denganimplementasiyang
tepat dan partisipasi aktif
masyarakat, diharapkanDesa
dapat mengatasi berbagai
tantangan dan mewujudkan
kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Harapan kita dengan la-
hirnya Undang -Undang
Desa Nomor 3 Tahun 2024 ini
juga diiringi dengan lahirn-
ya aparatur pemerintahan
Desa yang berkompeten dan
siap berkompetnsi terhadap
perkembangan / kemajuan
jaman dengan tidak mening-
galkan esensi dari rohnya
Desa.

Proses pemilihan Kepala
Desa nantinya tidak sebagai
ajang perebutan kekuasaan
semata namun bagaimana
Pemerintahan Desayangpar-
tisipatif hadir sebagai bagian
daripenyelenggaraanpemer-
intahan yang bersih / akunt-
abel, untuk tujuan yang sama
yakni mewujudkan mas-
yarakat desa yang sejahtera,
adildanmakmuruntukmem-
berikan kontribusi guna ter-
wujudnya cita-cita Indonesia
Emas 2045. (pms/*/ind)
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